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PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 16 TAHUN 2012 .

TENTANG

. RETRIBUSI TERMINAL

.. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. Memmbang a.

b.

. WALIKOTA AMBON, - | R
bahwa te:rmmal di Kota Ambon yang disediakan oleh

‘Pemnerintsh Daerah merupskaii salah satu  sumber

pendapatan daerah yang potensial bagi daerak; .
bahwa potensi sebagimana dimaksud pada huruf a harus
dimanfaatkan secara komersial - dan hasilnya - harus

- dipergunakan  bagi kepentingan  penyelenggaraan

B . pemerintah, pembangunan, dan meningkatican pelayanan

. kepada masyarakat; |

 bahwa: Peraturan  Daerah Kota -Ambon Nomor 2 Tahun

2008 tentang Retribusi- Karcis Terminal Bus Umum
" Angkutan Orang  Dan Refribusi Atas lzin Pemakaian

" Sebagian Atau Selurgh Ruas Jalan Selain Untuk-

Kepentingan Lalu Lintas Di Kota Ambon telah dibataikan
oleh Menteri Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan

perundang-undangan " yarg berlaku karena itu periu-

dibentgk ‘Peraturan Daerdh yéng baru tentang retribusi

‘terminal;” - S ‘ S
bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang -

Pajak Daerdh dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

‘ R’epubﬁk-'_'lndoﬁes&a “Tdahun 2009 Nomor 130, Tambahan' .

Lembaran Negata Republik -Indonesia Nomor 5049} -

. - periungdtan tetribusi términal’ sebagai salah satu jenis

Mengingat : 1.

2.

retribusi jasa usaha; ]
bahwa, berdasarkan pertimbangan dimaksud padd huruf a,
huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan
daerah tentang Retribusi Terminal. |

Pasal 18 ayat & Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; o

Undangundang Nomor 60 Tehun 1958 tentang Penetapan
Undang-undarig Danirat Nomor 23 Tahun 1957 tentang

" Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Il Dalam Wilayah

Daerah Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 1957 Nomor 80} sebagai Undang-undang

- fLembaran. Negara ‘Republik Indonesia. Tahun 1958 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1645) ; - :



g A.' . T

3. Undang undang- Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum_ )
Acara: Pidana {Lethbaran Negara Republik Indonesia Tahun:
1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Repub}ﬂ{'
Indon%la I*Iom'or 3209),

4, Undang«undang Nomor. 32 Tahun 20{}4 tentang:

‘Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437}, :

9. Undang-undang -~ Nomer ' 33 Tahun - 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
-Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ;
. Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik - :
Indonesia Nomor 4438);

6. Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009_ o
_ tentang Pajak daeiah dan Retribusi Daerah (Lembaran

' Negara Republik Indopesia Nomor 130 Tahun 2009,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor !
5049)..

7. Undang-undang Nomor - 22 Tahun 2009 tentang Lalu
© - Lintas dan Angkutan  Jalan (Lembman Negara Republik . :
Indonesia- Tahun 2009 Nomor 96, Tamhahan Lembaran
- Negara Republik iIndonesia Nomor 5025); - ' -

‘8. Peraturan’ Pemerintah Nomor 38" Tahun 2007 .- tentang |

" Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintalan

‘Daerah  Provinsi, = dan Pemenntahan Baerah’
‘Kabupaten/! Kota; - ‘

9. Perah:ran Pemermtah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata .
. Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan -
Pajak Daerah {Lembaran . Negara Republik Indonesia °

Tehun 2010 Nomor 119, Tambahan Lemabran Negara .

' Republﬂc IﬂdBﬂCSl& Nomor 5161);

10, Peraturan - Daerah Kota Ambon Nomor 9. Tahun 2008
~ tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Dinas- * |
Dinas Kota, Ambon {Lembaran Dagrah Tahun 2008 Nomor
.9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Namor Ly
232). s

Dengan Persetujuan Bersania ‘ -
DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
. WAL‘IK_OTA_ MIBOH

MEMUTUSKAH

Mmeta;;kan . PERATURAN DAERAH i TEﬂTAHG RETRIBTISI
o '~ TERMINAL. R ,




BAB I
KETENTUAN UMUM
’ Pasal 1

: Yang dnnaksud dalam Peratrran Dacrah ni dengan s
kR Kota adalah Kota Ambon.

L '1."-':?3'7'__ : Peinerintah Kota adalah Pemeﬁntah Kota. Amb;)n'.

.. 3.. Walikota adalah Walikota Ambon.

» 4. -Pejabat adalah. peg&ww yang - dlben tugas tcrtentu -di ‘mdang -
ST perhubungan sesuau dengan peramrm perundang—undangan yang
.5, Dinas Perhubungan adalah Dmas Perhubungan Kota Ambon

Golongan - retribusi adalah pengelompokan fetribusi - yang mehputx

- retribusi Jasa umum, retribusi jasa usaha dan' retribust pemzman
“tertentu.

_7. Retribusi Daerah yang selanjumya thsebut Retribusi adalah pungutan .

- daerah sebagai. pembayaran atas jasa-atau pemberian izin tertentu vang
khusus disedlakan dan/atan diberi oleh Pemermtah Daerah untulk -
: kepentmgan orang pr1bad1 atau badan hukum,

Retribusi jasa umum- adalah retribusi atas jasa yang dised.lakan atau
‘diberikan oleh Pemerintah Daerah uniuk tujuan kepentingain dam

' _ikemanfaatan umum serta dapat chmlamatl oleh arang pnbadz atau -

. badan.

9. Terminal adala_h pangkaldn kendaraan Bermotor Umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan
~menurunkan orang dari/atau serta perpindahan moda angkutan.

10, Terminal bus umum angkutan unmm adalah prasarana transportasi

yvang discdiakan oleh pemerintah Daerah untuk menurunkan, menaikan
dan menungg penumpang,

11. Termina Tipe B adalah Terminal Kendaraan Bermotor Umum untuk

- angkutan antar kota dalam Prov:ms1 (AKDP) yang dilengkapi dengan
fasilitas sesuai peruntukkannya;

12. Terminal Mardika dan Batu Meiah &dalah prasarana transportasi yang
© disediakan oleh Pemeriniah Daerah sebagau termitial sementara,

: 13 Kendaraan umum adalah setiap Kendaran bermotor yang. dlsedlakan :

untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayavan.

' 14 Kios adalah’ bangunan yang disédiakan di Iingkungan te:rmmal dan

.. dipergunakan untuk tempat berjualan atau kegiatan lain yang diizinkan
oleh Walikota. _

15.Izin pemakaian kios addlah izin yang dikeluarkan bagi setiap
‘pengusaha/ masyarakat yang mgn menggunakan fasz]:tas kios dl arcal
termmai

- 16, Sarana KEberSIhan Umum adalah bangunan yang dlseéJakan di
= Imgklmgsn terzmnai mtuk peruntukan jamban dan mandi.

'17. Tempat Istirahat Awak Kendaraan Umum (rest area) adalah tempat yang

 disediakan untuk berlstnrahat sementara awak kﬁndaraa.n Trmun di
te'rmmai



18 Tempat cuci kendaraan édaiah ‘tempat yang disediakan bagi setiap:
pengemudi baik umum maupun pribadi untuk mencuci kendaraan..

19'Ruang tunggu adalah ruang . yang disediakan bagi pehgunjing, . -

. . masyarakat untuk menunggu angkutan. | . SR

5. Surat Keictapan Retribusi Dacrah yang scianjutiya msmgaatﬁiﬁ?l'} i
adalah surat ketetapan yarg menentukan besarnya jumiah pokok . -

retribusi yang terutang.

- 21.Surat Pendaftaran: Objek ‘Retribusi ‘Déerah yang selanjutnj%a disingkat_

'SPORD  adalah- surat “yang digunaken oleh” wajib retribusi sebagai
periinmgan  dan  pembayaran retribusi  yang ferutang memurut
perundang-undangan retribusi daerah. - o )

- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutmys: disingkat STRD adalah

surat untuk melakukan tagihan retribuai dan/atavi sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda. L _ . . '
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutniys digingkat PPNS
*" Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil terteniu di Iingkungan
. . Pemerintah Daerah, diangkat dan ditetapkan dengan Képutusan Kepala
Daerahh  yang diberi-weéwenarg ¥husus oleh Undang undang untik
melakukan penyidiken atas pelanggaran Peraturan Daerah. - -

. 24 Penyidiken tindak pidana di bidanig retribusi daerah adatah sefangkaian

. tindakan yang dilakukan oleh Penyidik tntuk mencari dan-
- mengumpulkan bukti “dan “dengan Bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi .daerah yang. terjadi serta menéemukan
" tersangkanyé. LT T .

25.Wajib. Retribusi adalah orang pribadi atau badah vadg menurut
peratiiran perundangjundangan retiibusi termasuk ‘pemungutan atau

' pemotdngan retribusi tertenti,

o BAR I . - C
NAMA, OBJEK DAN SURJEK RETRIBUSI -.
A_Pasai: 2 -

Dengsn’ nams Retribusi Terminal dipwneut retribusi  atas pelayanan’

- peniyediaan parkir untuk kendarsan penumpang dan bus: urmu,” tempat

kegiatan usaha dén fasilitas lainnya di - linglamgan -terminal yang .

3 L (USRS S 1 L P S - A1l SR, SR PR
d:;se{-'imm;, miliki dan Jatanu uﬁ{Elqu olel Peraer initaly Daerah.

Pasal 3.

{1} ﬁhypk retribusi termmal mekliputi

a. pelayanan penyediaan tempat parker untuk kendaraan .peﬁumpang
. dan bis wmum; dan . S ‘
" b. penggunasn temipat ‘kegiatan usaha’ dan fasilitas wmum di

.(2}'%mp'at kegidtan usaha dan fa'siﬁiias lain sébaéaimana mmakamd pada -

a¥at (1) huruf b meliputi +

T L Kios;

. 2 Ruang tunggu penumpang dan pengunjung;




3. Sarana Kebersihan Umuim/Kamar Mandi/tolilet;

" 4. Tempat istirahat awalk kendaraan ummuin;

- 5. Tempat Cuci Kendaraan;

- 6. Sewa tempat tmtuk keglatan bongkar muat ba:ang

”{3] Dikecualikan dari obyek refribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) _
_ dan ayat (2) adalah terniinal yang disediakan, dimiliki, danyatau dikelola

-olell pemerintah, badan usaha milik negara. badan usaha milik daerah,
dan pihak swasta.

Pasal 4

o 1} Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan vang
© . .menggunakan/menikmati pelayanan jasa terminal.

L2y Wa_]xb Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menumt_
© peraturan daerah ini diwajibkan wuntuk  melakukan pembayaran
-+ Retribusi, termasuk pemungut atau pemofong Retribusi.

- BAB IIL
GOLONGAN RETRIBUSI
A ~ Pasal' 5 '
' _Rembus1 Terminal - dlgolongkan sebaga:t Retnbum Jasa Usaha _

BAR IV )
CARA MENGUEUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
_ . -Pasal 6
' Tingkat penggunaarn Jasa chukur berdasarkan JCIHS frekuensi, 1uas dan
‘jangka waktu pemakaian fasilifas terminal. |

BAB V -
PRINSIP BAN SAS&REN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal ’2’

i ( 1} Prms.tp dan sasaran dalam penetapan besan'iya tan;F retnbum
.. didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak..
2). Keuntungan yang, layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah-
. keuntungan yang dipercleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
chlakukan secara efisien dan beronentas1 pada harga pasar.

. {3] Besarnya tarif rétribusi sebagan‘nana dimaksud ayat (1) ditinjau
kembali paling lama 3 {tiga) tahun sekali.



. BAB VI R
TRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST
' Bagian Kesatu -
© TERMINAL. -

‘Pasal 8 - -
{1} Setiap pengguna jasa layanan terminal wajib membayar retribusi..

{2} Struktar dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan - sebagai
berikut : ' '

Objek Pelayanan Jenis Kendarean dan |  Besar Tarif (Rp}

A : : . Umiran

"1 A.Terminal Mardika Bus Kecil/Mikrolet 1 Rp. 5000,-/per hari |-

. Bus Sedang | Rp. 50(50,— /per hart.
B.Termninal Tipe B |Bus Kecit/Mikrolet Rp. 5000,- /per hari
Passo .. ‘ S
| Bus Sedang : | Rp. 3000,- /per hari’
| Bus BéSar}AKDP i Rp. 9@0@,— /per hari’
- {3) Selain retribusi Jjenis kendaraan dengan. ulaaran sebagainiaﬁé dimaksud |.

pada ayat (2} terhadap mobil non penunpang umum tidak dafam trayek ;
. seperti mobi! sewa,/mobil pribadi yang memasuld terminal dikenakan -
retribusi sebesar Rp. 3000.- /per sekali masuk,

-~ Bagian Eedna _
- .Tempat.Fasilitas Usaha [Fasilitas Lain :
© | Pasal 9
Retribusi atas pelayanan Ppenyediaan t'emipéit kegiatan ‘usaha dan fasilitas E
- lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2] masidg-masing :

| Objek Jenis Fasilitas dan - Besar Tarif {Rp) -
| Pelayanan | Ukuran '
1 .2 . 3
1. Fasilitas Usaha |A. Kios -~ : - . - [-. 7 Nilai Stratepis Batgimnan
_ : - - A - ‘B '
- Ukwran 3 x Rp. 360.000,- Rp. 330.000,-/
- meter - © i bulan . | bulan - - . .

- Uiwan 2 x 3 {Rp. 180,000,/ | Rp. 150.000,-/

meter © billdn C] bulan- -
B.Loket © © ... Ao s Do
.- Ukuran 2 x 2{Rp. 150.000,-/ |Rp. 125.000,7
meter - | bulan _ bulan




nntuk kegiétan

barang.

o bongkar zhuat

b. Kendaraan roda 6
c. Kendaraan

- . ‘dari roda 6

-Rp.
lehih

d. Mobil Ke=il/Pick up

I T 3 3
| 2. Ruang Tunggu | . _ _

- Penumpang - [ Rp. 500,- / sekali masuk
| . Pengunjung. _
3. Sarana a. Mandi Rp. 3000,- / sekahmasuk

Kebers1han b: Buang Air Besar - | RP-2000,- / selcali masuk
Umum/MCK | c.’Buang Air Recil | - Rp. 1000,- / sckali masuk
| 4. Tempat, -- - 1Kamar, tempat | Rp. 50.000,- / Hasri
- - AIsﬁrahai “fidur 1 badan; ‘ I
Awak - 1 Kamar, teropat | Rp. 75.000,- / Hari -
.Kendaraéﬂ tidur 2 badan; - § S _
- Umua ) L 1 Kamar 2tempat Rp 106.ﬁGO,— [Hari
» : tidur. i .
5. Tempat Cuci | a.Kendarasnroda2 . | Rp. 10.000,- / sekal cuct
Kendaraan b.Kendaraan roda4 | Rp. 20.000,- / sekali cuci
. c.Kepdaraanroda 6 | Rp. 30.000,- / sekaki cuci
d.Kendaraan.  lebih | - ,
, - | dariroda® Rp. 50.000,- / sckali cuci.
- 1 6. Sewa, t_cmpét a. Kendaraan roda 4 | Rp.

10.000,-/ sekah bﬂngkar mraat
15.000;-/ sekali bongkar muat.

Rp. 20.000;- /sekall bongkar muat’

BAB VII

Rp. 7.500,-/sekali bongkar riuat

WILAYAH PUNGUTAN
 Pasal 10 :
Retribusi dipungut dalam wﬂayah tempat pelayanan terminal yang

disediakarn.
BAB VI
MAS& RE’I‘RIBUﬁI DAN SAAT RETRIEUSI TERUTANG
Pasal 11

e Masa rctnbum adalah jangka waktu tertentu yang mempakan hatas walkiu
- bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan di terminal.

Pasal 12

- ASaat rembum terutang adalah . pada ‘saat . d1terb1tkarmya SKRD atan
: dokumen lain yang dipersamakan.”’




"BAB IX |
- PENETAPAN RETRIBUSY .

{1} Retribsui dipungut dengan menggunakan SKRD ataw d{}ku’haén Tainr -
: ¥ang dipersamakan. 7 R . Lo o

(2} Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimang, dimaksud pada ayat(l)i '
dapat berupa kaza;is, kupon-dan karty langganan. ) '

Bﬁ'gian 'Kes,ai:ur '
Pasal 14 e
. 0) Pungutan retribusg disclenggarakan oleh Pemerintah Kotg. - S
(2} Retribusi dipungut dengan m’eng_gxi_nakan SKRD atau dokumen lan

yang dipersamalan

15} - Pemunigutan re‘rribﬁsi sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (3} dilakuikan -
- - hanya terhadap fasilitas lain terteninu sebagaimana dimaksud -dalgm
pasal 3 ayat (2} yang diswakelola}kan. : : ;

{6) Tata cara dan Syarat-syarat "swakelola pemungutan retribusi |
- sebagaimana dimaksud pada ayat {4) ditetapkan dengan peraturan

Bagian Kedua
. "Tata Cara Pembayaran

{3} Hasil Peierimaan retribusg harug disetor, sgcara- bru’td ke Kas Dagran
" paling lama 24 (dua puluh empat] jam, kecuali ‘hari libur disetor pada

‘hari kerja Poertamg berikitinya

- Pembayaran sehagaimang di:ﬁ”::ké‘fid pada ayat (2}, ayat (2} dan ayat 4
. ditetapkan dengan Peraturan Walikots, o B




:(f'i')“' 3

L@

Pasal 16

Walikota - dapat membenkan izin kepada wajib retnbusx untuk i
- menvangsur retribusi terhutang. dalam kurun waktu tertentu ‘setélah
 inémenuhi persyaratan yang diteniukan,
: Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana, dimaksud pada ayat {1)
) _.-?hams dllakukan secara teratur dan berturit-turat. -
B
© . retzibusi-untuk menunda: pembayaran retribusi sampai batas waktu
L - yang ditentukan setelah memenubi persyaratan yang ditentukan. -
Syarat-syarat untuk dapat” mengangsur dan meminda pembayaran

Selain. mengangsur, Wahkota juga dapat memberikan izin kepada wajlb' ,

S retribusi serta tata cara pembayarannya sebagaimana dimaksud pada .

{1}

. - ayat (1} dan ayat {3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

, Bagian Kedua
Tata Cara Penagiban
~ Pasal 17

Untuk melakuk.an penag1han retribusi, Wallkota dapat menerbltkan'
STRD jika wajib retribusi tertenfu tidak membayar re‘l:rlbus-n tcmtang

. tepat pada waktunya atau kurang membayar.
oy

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dm:taksud pada ayat {1}

el didatialui dengn Surat Tegm‘an
@y

Surat teguran atén surat permgatan atzn surat lain yang sejenis
sehagaimana awal tndakan pelaksanaan penagihan  retribusi

o dikeluarkan 7 {tu_juh) hari se;ak saat Jatuh tempo pembayara.n
G

Dalam jangka waktiz 7 {tujuh) bari setelah ta,nggal surat teguran atau

.surat peringatan: dxsampa:kan Wa_nb rembu51 harus malun&m retribusi
‘yang terutang.

Surat teguran atan surat penngatzm sebagaunana dmaksud pada aya.t

S {1) dﬂceluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjulk.

gl

) Pasal i8 .
Wapb Retribusi dapat mengegukan keberatan hanya kepada Wahkota

.. ataun Kepala Dinas atas SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan;
e
. disertai alasan-alasan yang Jelas

Keberatan dla_jukan sccara tertuhs dalam Bahasa Indonesm dengan

- Kebératen harus dlegukan dalam- Ja_ngka Waktu paling . lama 3 (nga]

- bulan sejak tanggal SKRD. diterbitkan, kecualr Wajib retribusi dapat
. menunjukan bahwa }angka wakm it ttdak dapat dlpenuln karena di.

.

- luar kekuasaannya,

Keadan di luar kckuasaannya yang tteadl di luar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi: -

Pengajuan keberatan tidak menuncla kewa31ban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribust.




BAB X1
- KEBERATAN -
_ : Pasal 19 _
(1} Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat: menerbitkan

- STRD- jika Wajib Rétribusi tertentiy tidak membayar retnbus:. terutang_-- o

tepat pada wektunya atau kurang bayar. :
{2) Penagihan retribusi “terutang sebagalmana duna};sud pada a}rat (13
.. didahului dengan surat reguiran.

s
Vi

surat keberatan diterima haris memberi keputtisan atas keberatanyang
digjukan dengan menerbitkan Surat Reputusan Keberatan.

{4) Keputusan atas keberatan ~dapat berupa menerima seluruhnya' afau

- sebagian, menoclak atau menambah besamva retribuasi yang terutang.

{5-} " Apabila jangka waktu scbaglmana dimaksud pada ayat {1) telah dan
Walikota tidak member suatu kepu‘tusan keberatan _Vang diajukan -

: . ..tersebut dlanggap dikabulkan

Pasal- 20

{1) .:Jﬂca Dengaman keberatan d}lcabulkaﬁ sebagan atau seluruhnya 2
- “kelebihan pembayaran- retribusi dikembalikan dengan ditafabah - | .
*. imbalan bunga sebesar 2% (dua persen} sebulan untuk paling lama 12 -

. {dua belas) bulan;

- e 'Imbeuan bumga s\,baglmama dmaksud pada ayat’ (1Y d}hﬂ?ﬁng Se_]ak'

bulan pelunasan sampai dengan d1terb1tk:annya SKRDLB

L

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI SR
Pasal 21. S
Dedam hau wajib retribusi ‘tmak membajrar tepat pada waktunya atan
karang rembayar, chkf:nakan Sanlksi administrasi berupa bunga 2% [dua

persen) setiap bulan dari besan'lya retnbum terutang atgu ]mrang dlbayar

dan d_ltagjh dengan menggunakan STRD

| BAB xIIL L -
THTA CARA PEHGURANGAH KERINGANAH
' PEMBEBASAN RETRIBUSI
_ Pasal 22

. {1) Waﬂkota daprat membenkan pengura:!ngan kermganan dan pembebasan

‘besarnya retrlbusu

|

} Walikota délam jarigka walktu paling ferma 6 {enam} bulan. S“]Ek i;a}:*ggai' '

S



'_'._'[2) Walikota dapat miémberikan keringanan kepada wajib retribusi u:ntuk
' mengangsur Tetzribusi yang terutang dalam kurun waktu yaug
dlten’mkan dengan alasan yang dapat dzpertanggungqawabkan

’,‘.{0} Tata: cara pemberian pengurangsn, keringanan: dan- pembebasan

_ retnbusz ﬁefbagimana dlmaksud ayat {1) ditetapkan éen:gan Peraturan'
' Wah}‘:ota :

BAB X1V .
EKEDALUARSA PENAGIHAN
) Pasal23.

- (1) - de{ un*uk melakitkan penagihan retribusi menjadl kedaluarsa setelah

‘melaznpuai Waktu 3 {tiga)- tahumn.-terhitung. sejak saat terutangnya
" Retribusi, ‘kecuall jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
dibidang Retnbum <
@ Ked aluwarsa penagxha.n Rctrlbusa sebagajmana dimaksud pada ayat 1)
© . tertangguh jika :
 a. Diterbitkan S‘tirat teguran; atau :
‘b, Ada pengamxan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsmqg
maupun tidak langsung. . '
{3} Dalam hal dlterb1tkan surat teguran sebag:ma:na dmlaksud pada ayat
. 2 huruf a, kc(ialuwarsa penagihan dlhl‘L'lJ.Ilg sejak tanggal d1ter1manya
surat teﬂuran tersebut. : :
) Pengakuan utang retﬁbum secara 1aﬁgsung scbaga.lmana dimaksud
. fada ayat {2) huruf b adalab Wajib Retribusi dengan kesadarannya
. menyatakan fmasih mempunyai utang retrlbusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Kota. -

-
N
. o -

. Pengakuan ~utang  retribusi secara tidak 1ar\gsunb sebag:mana -
Tio dirnaksud pada ayat (2) huruf b ‘dapat diketahui dari pepgajuan
. permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
. keberatan oleh Wajib Retvibusi. -

Pasal 24
: _' (1 Pintang rembus1 Vang tldak mungkm dlta,_ﬂl la,e:L karana ‘hak untuk
: i o . _mela.kukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat d}hapuskan,
K ':(2_'}_ j‘\ivJaluik.m:at menetapkan Keputusan ?enghapusan Plutanc Retribusi yang
sudah Kedaluwarsa sebagalmana dimnaksud pada ayat {1), . ,
Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan W_a_llk_ota.
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PEMANFAATAN RE‘I‘RIBUSI

o . - ‘Pasal 25 . Do

E (1} Pemanf—aatan dan pencrimaan retribusi dititamalan uintuk mendanaz
kcglata:n vang berkaitan langsung dengan pelayanan terminal;

(TZ'} Ketentuan mengenai - alokasi pemaniaatan .. peneritmaan:. retribusr

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan :
keuangan kota. :

INSENTIF PEMUNGUTAN
: , © ~Pasal 26
(1 Perangkat daerah yang melaksanakan pemungl:é:an retnbum dan plhak

lain yang membantu dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian. - i
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimalksud pada ayat (1} d.ltetapkan 0
_ melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. h
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagmmema dmaksud E

pada ayat - (1) dllaksanakan sesuai dcngan Pcraturan Pcrundang—
undangan. - : ;

(4)- Dalam hal daﬁrah telah meleksanakan remunerasi pg::ibérian inseritif |
sehagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat {3} ditiadakan.

7 Pasal 27 Do
. Taia cara pemanfaatan retribusi dan_ msentlf pemungutan Sebagalmana

© T dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengzm i

' 'Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTU&H PIDANA .
: Pasal = 28 : SN E
(1) Wajib retribusi -yang tidak melaksanakan kewajlbannya selrnngga

merugikan keuangan daerah dianeam dengan pidasa’ kurungan paling Sk

© lama 3 {tiga) bulan atan pidana denda paling banyak [ttga} kali jumlah i1
retribusi terutang yang ‘tidak atau kurang bayar. :

._-3(2:}7 Tn;dak pidana sebagamana d:maksud - pada ays.-t {1} adalahk: ;
. pelanggaran. ST

©(3¥ Denda sebagaimana dJ.maksud daiam ayat (

1) merupakan penerimaan |
- Negara. o ‘

1B




.. _ BAB XVl
KETENTUAN PENYIDIKAN
- : - Pasgl 29 - ‘
(1} ‘Selain Penmdik Pejabat Kepohman Negara Repubhk Indonﬁsla, Penylchk
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon

- diberikan kewenangan untuk melakukan penyldlkan terhadap
. pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

| .' {2}' Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Peryyidik Pegawai Negeri Slp]l

.7 sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini
B ;_jberwewenang

- d. Menetima,. mencan, mengumpulkan dan meneliti keterangan ataxz
" laporan ‘dari Grdng- lentang kebenaran suatu perbuatan tindak
. pidana yang dilakukan pada retribusi izin pemakaian sebagian atau
“sehyrith ruds _;alan selain untuk kepenﬁngan laha lintas. .

_ Memeriksa  dokumen-dokumen  tertentu = dam mclakuka,n
penggeledahan untuk mendapatkan baban buldi tentang tindak
*  pidana retribusi izin pemakaian sehagian ‘afau’ seluruh ruas jalan
. selain untuk kepentingan lalu lintas sérta melakt:zkan penyitaan
- “terhadap bahan bukti dimaksud. :

. Memanggil orang untik mendengar keterangan dan memﬁnksanya
sebagal tersangka atau saksi.

. 'd. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran
tindakan penyidikan tindak pidana retribusi izin perhakaian
sebagian atau seluruh.ruas jalan selain Tmtuk. kepentngan lgla
lintas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti terkait
: dengan pelanggaran dimaksud setelahl mendapat petunjuk dari
Penyidik unyum.,

T Penyld:k Pegawai Negeri Sipil (PPNS} sebagaimana dimaksud pada
: ‘ayat {1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
- hasilnya kepada Penuntut. Umum melahii penyidikan Polisi Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara - |

- __deana vang berlaku

KBTENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pada sdat peraturan ‘daerah ini mulai berlaku, semua peraturan Walikota:

. yang mengatur tmtang terminal sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.



Pasal 31
Peraturan Daerah i mulal berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar - setiap ora:ag mengetahumya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembara_n Daerah
Kota Bmaon L S :

Drtetapkan d1 Antbon -

. TAHUN 2012 NOMOR 16 SERI-C NOMOR 07
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_ PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 16 TAHUN 2012

TENTANG :

_ RETRIBUSI TERMINAL
..--.71_..:7 o _..

[y Bahwa dengan dxtetapkannya Undang—undang Nomor 32 Tahun
i 2004 tentang Pemennfah ‘Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
R 2004 tentang Penmbangaﬂ Keuangan Pusat dan Daerah daerah
L mendapat limpahan kewenangan yang semakin  besar dalam'
. w 'penyelenggaraan pemenntahan dan pelayanan kepada masyaxakat

o Pembérian kewenangan yang semakin besar ini tentu berpenganlh :
:"'"’*terhadap pembiayaan-pembiayaan dacrah itu sendiri,

Menyadari hal itu Pernerintah kemudian memberi rusng bagi daerah - .

-z ~déngan’ menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dem Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomcr 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekahgus memben _

-kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. ' .

Sebagai salah satu sumbcr pembiayaan daerah, ‘pungutan retribusi

:ﬁa.tas penyediaan fasilitas umum yang disediakan untuk dimanfaatkan

“oleh masyarakat perlu ditingkatkan baik sarana maupun kualitas

'pélayanann.ya. Peningkatan sarana maupun kualitas pelayanan tidak

‘ hanya dimaksudkan untuk memperoleh pemasukan retribusi yang

_.menguntungkan bagi: Pemermta_h Kota, namun terlebih daripada itu

" adaldl untuk mewu_]udkan akuntabmtas penyelenggaraan Pemerintahan
" di daerah dapat terselenggara dengan baik.

- 'IL PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Culup Jelas
.~ Pasal 2 _
- Cukup Jelas -
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. Pasal

T -Pasal

Pasal

 Pasal

Pasal

3
Ayat (1) _
Cukup Jelas
Ayat (2]
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
4
Ayat (1)
7 _Cukup Jelas -
Ayat {2}
‘ Cukup Jelas
5
Cu'mﬁp Jelas
& A
Cukup Jelas
i
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat'(2)
' Cukup Jelas

Ayat {3).

. - Cﬁkﬁp Jelas
B

Ayat (1)

* Cukup Jelas :

Ayat(2) T o e o
° Besarnya tadf retribusi karcis ferminal angkutan tmum -
.- sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diperoleh dengan
- memperhatikan penyediaan jasa, jenis kendaraan dan

.. “jurhlaly frekwensi Kunjungan ke obiek retribusi. :

Ayat {3) B L ‘
- Retribuisi bagl kendaraan non penumpang: sebagaimana
dimaksud, dalam ayat ini adalah vntuk- menampung

kendaraan non penumpang umum yang menturunkan: B é

peninnpangnva of terminal. |
I 1F -

9

Besarnya tarif retribusi karcis terminal untuk pelayanan '
penyediaan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain diterminal
diukur dengan memperhatikan jenis dan ukuran objek, nilai -

A

strategis bangunan dan jasa vang disediskan,
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U Pasal 12

. :'1:_:_‘?-‘,_"_Pasa1 10 7

R .. Cukup Jelas

- Pasal | 11 ‘,
e Culcup Jelas

© Ve - Cukup Jelas
© T Pasalis
Ayat (1) _
. o - Cukup Jela
Ayat {2)
- Cukup Jelas
Ayat (3) '

_ Cukup Jelas

- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

" Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (@) | | L
- Pendelegasian pemungutan retribusi kepada badan
hukum atau perorangan dimaksudkan untuk objek
pelayanan tertenfu yang inemerlukan perawatan dan
pemeliharaan setiap saat serts membuka kesempatan

bagi runibuhnya usaha yang produlkiif -dan penyerapan
lapangan keria di terminal.. '

Ayat {4)
_ Culup Jelas
Ayat (3}
Cukup Jelas
- Ayat (6]
_ Cukup Jelas
© - Pasal 15
. Ayat (1}
Culcup Jelas
Ayat {2}
Culaip Jelas
Ayat {3)
Cukup Jelas
Avat (4)
Culaup Jelas

17



Ayat (5)
Cukup Jelas

e Pasal 16

Ayat {1}
Cukup Jelas
Ayat {2}

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat {(4)

o Pasal 17
- Ayat (1)
Cukuf) Jelas
T Ayat{2)

Cukup Jelas'

Ayat (3)

Cukup Jelas

| _Ayat (4)

- Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas -

Pasal 18
Ayat (1}
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas-

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1}

Cukup Jelas
Ayat (2}

Cukup Jelas

Cukup Jelas



- Ayat (3] -
' Cukup Jelas
Ayat )
- ~ Cukup Jelas
o - Ayat {5)
L © Cukup Jelas

Pasal 20 _
T cAyat (1)

S Ayat(2) ,
o :_ . ‘- - Cukup Jelas
il Pedal 21 . |
o . ; Cukurp Jeias
<l i Pasal 22
o - Ayat (1)
 Cukup Jelas
- -Ayat {2}
Cukup Jelas
. Ayat (3)
. Culkup Jelas
- Pasal’ 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2) |
Cukup Jelas
Ayat (3]
Cukup Jelas
Ayat (4) _
' Cukup Jelas
Avat (5]
S Culkup Jelas
Pasal 24
A . Ayat (1) .
' Culaip Jelas
Ayat (2]

~Cuiaap Jelas .

Ayat (3)

Cukup Jelas -

A

- Cukup Jelas
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© - Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat {2) -
. CukLip Jelas
" Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
, - Ayat (2)
L Cukup Jelas
; Ayat {3)
- Cukmp Jelas
Ayat (4)
_ Cukup Jelas
‘Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayat {1j

Ayat {2}
Cukup Jelas
Ayat {3}
Cukup Jelas
Pasal 29 ‘
Ayat {1}
Culaup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3} '
Cukup Jelas
° Pasal 30
- Cukup Jelas
' Pasal 31
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 270 . .

Cukup Jelas
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